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Intisari

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahul
pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta tanggung jawab Kurator dalam pemberesan harta pailit
PT. NDE, Tok dengan adanya perlawanan Daftar Pembagian berdasarkan Pasal 179 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan untuk mengetahui apakah ketentuan pasal-
pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator dalam pemberesan harta
pailit jika tegadi perlawanan Daftar Pembagian berdasarkan Pasal 179 telah diterapkan oleh
Kurator.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder
di bidang hukum, dilengkapi dengan penelitian lapangan yang hasilnya diharapkan dapat
memberikan gambaran yang bersifat diskriptif analitis.

Hasil penelitian menyebutkan: (1) Dalam hal ini Kurator hanya melakukan tugas dan
kewenangan pemberesan harta pailit adalah (a) membuat revisi Daftar Pembagian Penutup; (b)
mencoret pada pembukuan Hipotik atau Hak Tanggungan harta pailit; (c) membayar kepada para
kreditur berdasarkan daftar revisi pembagian; (c) mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam
Berita Negara dan 2 (dua) surat kabar harian; (d) melaporkan segala pelaksanaan tugas dan
kewenangannya itu kepada Hakim Pengawas. Berdasarkan Pasal 67 C jo. Pasal 68 terhadap
kelalalan dan kesalahannya maka Kurator dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi karena
kelalaian Kurator disini tidak menyebabkan kerugian maka kelalaiannya cukup dikoreksi melalui
perlawanan berdasarkan Pasal 179 Undang-Undang Kepailitan; (2) penerapan ketentuan Pasal
179 berkaitan erat dengan pasal-pasal lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan
Kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian, yaitu Pasal 175,
Pasal 178, Pasal 180 ayat 1-2, Pasal 182 (4), Pasal 183 (1), Pasal 187 dan Pasal 188 Undang-
Undang Kepailitan adalah tidak ada yang dilanggar oleh Kurator dan hal ini menunjukkan, bahwa
penerapan ketentuan pasal-pasal tersebut telah sesuai yang diatur sehingga dapat dikatakan telah
memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi para kreditur yang berkepentingan dengan
pembagian atas harta pailit debitur sesuai dengan apa yang dimuat dalam daftar pembagian.

Kata kunci: Tugas dan Kewenangan serta Tanggungjawab Kurator, Pemberesan Harta Pailit,
Perlawanan, Pasal 179, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kapailitan.
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Abstract

The research aim to study the implementation of the curator’s duty, authority, and
responsibility in the settlement of PT. NDE, Tbk’s bankruptcy property due to a counteract of
Distribution List based on the article 179 of the Act no.4/1998 on Bankruptey. it also aims to
know whether the curator has applied the regulations in the articles regarding in the
implementation of curator’s duty, authority, and responsibility when a counteract of Distribution
List is made based on the article 179. '

The research is based on a library research in obtaining the secondary data and is
supported with a field research, the findings. of which are expected to give descriptive, analytical
picture.

The research results present the following findings: 1) In this case, the curator only
implemented his duty and authority to seitle the bankruptey property by a) revising the
Concluding Distribution List, b) erasing the record of Security or Bearing Right for the
bankruptcy property, c) making a payment to the creditors based on the revised distribution list,
d) announcing the end of the bankruptey in the State Gazette and 2 daily newspaper, and e)
reporting the detail implementation of his duty and authority to supervising judge. Based on the
article 67 C jo. Article 68, for his ignorance and mistake, a curator may be held responsible.
However, since his ignorance did not inflict any loss, it was simply corrected by means of a
counteract according to the article 179 of the Act on Bankruptey. 2) The implementation of the
regulations in the article 179 is closely related to other articles concerning the implementation of
curator’s duty and authority in the settlement of bankruptcy property when a counteract ao
distribution list is made. Those other articles are the Article 175, 178, 182 (1-2), 182 (4), 183 (1),
187, and 188 of the Act on Bankruptcy. None of these articles has been violated and it shows that
the implementation of the regulation has been properly executed, thus, giving adequate legal
protection to the creditors who concern with the distribution of the debtor’s bankruptcy property,
according to the content of the distribution list.
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